
TINJAUAN KESADARAN WAJIB PAJAK DAN KEPATUHAN 

MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 DI KANTOR 

SAMSAT KOTA PADANG 

 

TUGAS AKHIR 

 

 

Diajukan kepada Tim penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak 

(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya 

 

 

 

 

 

Oleh: 

MUHAMMAD FARHAN 

20233106/2020 

 

PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS NEGERI PADANG 

2024



ii 
 

 



iii 
 



iv 
 

 



v 
 

ABSTRAK 

 

 

Muhammad Farhan : Tinjauan Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan 

Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 di Kantor Samsat Kota 

Padang 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk meninjau kesadaran wajib pajak terhadap 

kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota 

Padang dan mengetahui Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan 

menggunakan metode pengumpulan data yaitu kualitatif, dan referensi buku 

yang berkaitan dengan pajak, undang- undang, perpajakan, peraturan daerah 

maupun peraturan walikota kota Padang, serta jurnal yang terkait dengan tugas 

akhir penulis. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat 

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Padang dari 

tahun 2019 hingga 2023 yaitu sebesar 67,98%. Dapat disimpulkan bahwa 

kesadaran wajib pajak Kota Padang dengan Rata Rata Persentase dari  tingkat 

kepatuhan wajib pajak   67,89% kesadaran cukup baik tetapi perlu peningkatan. 

Upaya yang dapat dilakukan oleh Kantor SAMSAT Kota Padang untuk 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan 

bermotor: Meningkatkan Sosialisasi dan Edukasi, Memperbaiki Kualitas 

Pelayanan, Mengoptimalkan Sarana Pembayaran, Meningkatkan Penegakan 

Hukum dan Memanfaatkan Teknologi 

 

Kata Kunci: Pajak Kendaran Bermotor, Kesadaran Wajib Pawjak 

, Kepatuhan Wajib Pajak  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Pajak adalah pungutan wajib negara kepada rakyat yang menjadi 

salah satu suber utama dana bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk 

membiayai pembangunan. Sumber  utama  dari  penerimaan  Negara 

dimana  kegiatan Negara  seperti pembangunan   nasional   yang   dibiayai   

dari   pajak   sulit   dilaksanakan   jika   tidak   adanya penerimaan    dari    

sektor    pajak.    Dalam    rangka    pemerataan    pelaksanaan 

pembangunan, pemerintah  pusat  tidak  mungkin  dapat  melaksanakannya  

secara  efektif.  Disentralisasi  dari pemerintah  pusat  untuk  mengawasi  

serta  mengatur  secara  langsung  urusan  urusan  di daerah sangat  

dibutuhkan.  Demi  efisiensi  dan  efektifitas  penyelenggaraan  urusan  

urusan  pemerintah pemerintah  pusat  tersebut,  maka  sebagian  urusan  

urusan  tersebut  diserahkan  kepada  daerah, yaitu pemerintah daerah. 

Baik yang menyangkut kebijakan, perencanaan, pelaksanaan maupun 

pembiayaan   namun   tidak   lepas   daripada   tanggung   jawab   

pemerintah   daerah   kepada pemerintah pusat (Ilhamsyah dkk, 2016). 

Kondisi perekonomian yang kian membaik dan membuat daya beli 

kendaraan bermotor meningkat membuat potensi penerimaan pajak 

kendaraan bermotor ikut meningkat. Namun demikian, potensi penerimaan 

pajak yang besar ini juga harus diimbangi dengan kepatuhan dari wajib 

pajak. 
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Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (revisi 

2016: 4) Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan 

undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal 

yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum. Berdasarkan wewenang pemungutannya, jenis pajak 

yang ditetapkan di Indonesia adalah pajak pusat dan pajak daerah.  

Salah satu jenis pajak yang dapat dipungut oleh Daerah sesuai 

Undang-undang  Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan 

Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak 

atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.  

Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur 

dalam undang undang tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Dalam 

undang-undang perpajakan, sanksi perpajakan ialah jaminan bahwa 

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan (norma 

perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Wajib pajak memenuhi 

kewajiban pajaknya untuk menghindari sanksi pajak (Doran, 2019). 

Wajib pajak penting untuk mengetahui sanksi-sanksi perpajakan 

dan mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan serta yang 

tidak dilakukan (Winerungan, 2013). Agar peraturan perpajakan dipatuhi, 

maka harus ada sanksi para pelanggarnya wajib pajak akan memenuhi 



3 
 

kewajiban pepajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakannya 

akan lebih banyak merugikannya (Nugroho, 2006).  

Menurut Rahayu (2010), kepatuhan Wajib Pajak dapat 

diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, 

kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), 

kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan 

kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. . (Erard dkk, 2010), 

menggunakan teori psikologi dalam kepatuhan wajib pajak, yaitu rasa 

bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan 

beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap 

pelayanan pemerintah. 

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh sosialisasi 

perpajakan. Dengan adanya sosialisasi pajak, masyarakat akan lebih 

mengerti mengenai peraturan dan tata cara perpajakan sehingga 

pengetahuan perpajakan wajib pajak akan bertambah. Kepatuhan wajib 

pajak juga dapat dipengaruhi oleh sampai sejauh mana pengetahuan 

perpajakan yang dimiliki oleh tiap wajib pajak mengenai hak dan 

kewajiban pajaknya (Bahri, 2020).  

Pengetahuan wajib pajak merupakan semua informasi yang 

dimiliki wajib pajak berkaitan dengan tata cara dan ketentuan perpajakan. 

Semakin tingginya pengetahuan wajib pajak maka semakin tinggi pula 

kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotornya. Semakin 

banyak pengetahuan perpajakan yang didapat maka wajib pajak akan 
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semakin paham kewajiban perpajakannya dan sanksi yang akan diterima 

bila melakukan kewajiban perpajakan sehingga mengakibatkan wajib 

pajak akan membayar pajaknya dengan tepat waktu tanpa adanya paksaan 

(Kowel dkk, 2019).  

Tugas Pemerintah dalam penyelenggaraan birokrasi pelayanan, 

salah satunya yaitu urusan pelayanan pajak melalui samsat. Satuan 

Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan suatu sistem 

administrasi yang dibentuk dengan tujuan melakukan pelayanan untuk 

kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu 

gedung. 

Tahun 2019-2023 di Kantor Bersama Samsat Kota Padang jumlah 

Wajib Pajak Orang Pribadi yang membayarkan pajak kendaraannya 

mengalami kenaikan dan penurunan pembayaran, sedangkan wajib pajak 

yang menunggak PKB semakin tinggi. Hal ini menyebabkan tingkat 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi menjadi menurun. Adapun data 

jumlah penerimaan PKB dan jumlah tunggakan PKB di kantor Bersama 

Samsat Kota Padang tahun 2019-2023: 

Tabel 1. Data Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan 

Jumlah Tunggakan di Kantor Bersama Samsat Kota Padang Tahun 

2019-2023 

Tahun 
Jumlah 

Kendaraan 

Jumlah 

penerimaan 
Tunggakan 

2019 469.874 317.435 108.521 

2020 475.306 358.426 116.880 

2021 489.491 375.029 114.399 

2022 499.509 385.602 113.907 

2023 503.740 384.331 119.409 
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Sumber : Kantor SAMSAT Kota Padang 

Terlihat Pada Tahun 2019 jumlah penerimaan PKB berjumlah 

359.353 unit sedangkan yang menunggak tidak signifikan berjumlah 

108.521 unit, Namun,  Penerimaan PKB turun pada tahun 2020 menjadi 

358.426 unit, namun jumlah yang menunggak naik menjadi 116.880 unit. 

Penerimaan pada tahun 2021 naik kembali menjadi 375.029 unit, dan unit 

yang menunggak menurun sedikit menjadi 114.399 unit. Pada tahun 2022 

dan 2023 penerimaan PKB Kembali naik menjadi 385.602 dan 384.331, 

sedangkan unit yang menunggak menurun di tahun 2022 113.907 dan 

kembali melonjak di tahun 2023 menjadi 119.409. Pada tahun 2019-2023 

itu terjadi peningkatan jumlah PKB yang tidak membayar pajak . 

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh banyak faktor, antara 

lain Pengetahuan perpajakan, pelayanan otoritas perpajakan, kesadaran 

wajib pajak, dan sanksi perpajakan. Pelayanan fiskal juga berdampak 

pada kepatuhan wajib pajak. Pelayanan perpajakan prima yang  

memberikan pelayanan ramah, bimbingan, nasehat, dan  penjelasan 

mengenai perubahan undang-undang perpajakan dan peningkatan denda 

berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Jika personel 

SAMSAT dapat memberikan layanannya dengan ramah, terbuka dan 

transparan, hal ini dapat berdampak pada kepatuhan wajib pajak dan 

potensi aliran pendapatan.  

Kepatuhan wajib pajak mempunyai dampak yang signifikan 

terhadap penerimaan pajak, karena peningkatan kepatuhan wajib pajak 
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secara inheren dapat berdampak pada peningkatan pendapatan 

pemerintah dari departemen perpajakan (Wardani dan Rumiyatun, 2017). 

Terkait dengan penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak merupakan 

suatu hal yang sangat penting karena jika pajak yang dipungut suatu 

negara tidak mencapai target maka secara tidak langsung  dapat 

mempengaruhi dan menghambat pembangunan negara tersebut. 

Permasalahan lain yang  umum dihadapi  wajib pajak adalah masih 

banyak wajib pajak yang belum mengetahui bagaimana pajak yang 

dibayarkannya digunakan (Susanti, 2018).  

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif secara bersama-

sama (simultan) dan signifikan oleh variabel pemahaman wajib pajak 

tentang peraturan perpajakan, kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan 

serta sanksi perpajakan (Ilhamsyah dkk, 2016).  

Tabel 2. Data Hasil Kuesioner  Persentase Rata-Rata  Kesadaran 

dan Kepatuhan Wajib Pajak. 

NO KECAMATAN 

PERSENTASE RATA-

RATA KESADARAN 

WAJIB PAJAK 

PERSENTASE 

RATA-RATA 

KEPATUHAN 

WAJIB 

PAJAK 

1 NANGGALO 45,6% 36% 

2 KURANJI 38,4% 37% 

3 PAUH 46,4% 44% 

4 KOTO TANGAH 55,2% 52% 

5 PADANG BARAT 78,4% 78% 

6 PADANG UTARA 71,2% 69% 

  Sumber : Hasil Kuisioner 

Berdasarkan Tabel 2 diatas merupakan data yang diperoleh dari 

Hasil Pengisian Kuisioner yang telah peneliti bagikan kepada wajib pajak 

dengan beberapa Kecamatan yang berbeda. Pada data tersebut Kecamatan 
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yang memiliki Tingkat Kesadaran Wajib Pajak terendah ialah Kecamatan 

Kuranji, dengan presentase rata – rata 38,4%. Dan untuk Tingkat 

Kepatuahan Wajib Pajak terendah ialah Kecamatan Nanggalo, dengan 

persentase rata-rata 36%. Dilihat dari tabel diatas beberapa Kecamatan 

masih kurang nya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. 

Kesadaran perpajakan merupakan kondisi dimana wajib pajak 

mengetahui dan mengerti segala hal mengenai perihal perpajakan tanpa 

adanya suatu paksaan dari pihak-pihak lain (Wardani & Rumiyatun, 2017). 

Kesadaran perpajakan akan timbul dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. 

Jika wajib pajak mulai memahami dan menyadari pentingnya membayar 

pajak, maka tingkatan kepatuhan para wajib dalam urusan perpajakannya 

akan meningkat. 

Menurut Hidayati (2023) menyatakan bahwa penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

dalam pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2010- 2012 di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta dan Upaya yang dilakukan Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta untuk meningkatkan kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh. 

Berdasarkan uraian diatas bahwasanya pada Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui Samsat Kota Padang tingkat 

kepatuhan PKB masih rendah dalam melakukan kewajiban membayar 

pajak, hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang menunggak 
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dalam pembayaran. peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul 

“Tinjauan Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Membayar Pajak 

Kendaraan Bermotor Roda 2 di Kantor Samsat Kota Padang”. 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang maka penulis mengambil rumusan masalah 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana tinjauan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan 

dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda 2 di Kantor Samsat 

Kota Padang? 

2. Upaya apa saja yang dilakukan Kantor Samsat Kota Padang untuk 

meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar pajak kendaraan bermotor? 

C. Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan rumusan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai Berikut. 

1. Untuk mengetahui tinjauan kesadaran wajib pajak terhadap 

kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda 2 di 

Kantor Samsat Kota Padang.  

2. Untuk mengetahui Upaya apa saja yang dilakukan Kantor Samsat 

Kota Padang untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam 

membayar pajak kendaraan bermotor. 
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D. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara teoritis 

maupun manfaat secara praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu untuk memberikan 

landasan 

bagi para peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang sejenis 

dalam rangka mengevaluasi tingkat kesadaran wajib pajak terhadap 

kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat 

Kota Padang. 

2. Manfaat Praktis 

Selain manfaat praktis yang telah dikemukakan diatas, penelitian ini 

juga memiliki.  

a. Bagi Instansi 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk 

mendukung kegiatan dan dapat dipertimbangkan bagi instansi yang 

bersangkutan dalam mengevaluasi kesadaran wajib pajak dalam 

membayar pajak kendaraan bermotor roda 2 di Kantor Samsat Kota 

Padang. 
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b. Bagi Penulis 

Diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan yang 

lebih mendalam kepada penulis tentang Kesadaran Wajib Pajak 

Kendaraan Bermotor Roda Dua. 

 

c. Bagi Pembaca 

Dapat memberikan masukan kepada pembaca dan dapat menjadi 

referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya. 



48 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

 

Dari hasil penelitian  Tinjauan Kesadaran Wajib Pajak terhadap 

Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 di Kantor 

Samsat Kota Padang dapat disimpulkan bahwa: 

1. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam 

Membayar Pajak Tahunan di Kantor SAMSAT Kota Padang 

dari tahun 2019-2023 mengalami kondisi yang fluktuatif. 

Kondisi Fluktuatif keadaan yang mengalami perubahan naik 

turun secara tidak menentu dalam suatu periode waktu tertentu. 

Pada tahun 2019 tingkat kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan 

Bermotor sebesar 67,55% , tahun pajak 2020 sebesar 65,96%, 

tahun pajak 2021 mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan dengan persentase sebesar 70,,52%, tahun pajak 

2022 mengalami penurunan dengan persentase sebesar 64,18% 

dan pada tahun pajak 2023 mengalami peningkatan kembali 

dengan persentase sebesar 71,82%%. Rata-rata tingkat 

kepatuhan dari tahun 2019 hingga 2023 yaitu sebesar 67,98%. 

2. Kesadaran Wajib Pajak Kota Padang dengan Rata Rata 

Persentase  67,89% Kesadaran Cukup baik tetapi perlu 

Peningkatan. Tingkat kepatuhan wajib pajak adalah indikator 

utama dalam mengukur kesadaran pajak. Jika kepatuhan tinggi, 

maka kesadaran pajak juga tinggi. Jika kepatuhan rendah, maka 
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perlu adanya strategi peningkatan kesadaran pajak melalui 

sosialisasi, pelayanan yang lebih baik, dan penerapan sanksi 

yang efektif. 

B. Saran 

 

Berdasarkan hasil kesimpulan yang didapat dari penelitian ini, maka 

menyatakan beberapa saran untuk peneliti selanjutnya yang diharapkan dapat 

bermanfaat, antara lain: 

1. Saran Praktis 

a) Bagi Kantor Samsat 

Diharapkan selalu berupaya meningkatkan kegiatan sosialisasi 

terkait dengan perpajakan pada masyarakat setempat, sehingga 

pengetahuan wajib pajak akan perpajakan menjadi lebih meningkat, 

sehingga hal tersebut akan sejalan dengan meningkatnya kepatuhan 

wajib pajak khususnya pajak kendaraan bermotor. 

b) Bagi Wajib Pajak 

Diharapkan wajib pajak, khususnya wajib pajak kendaraan 

bermotor untuk selalu aktif dalam mencari tahu informasi terbaru 

terkait dengan perpajakan dan wajib pajak diharapkan agar selalu 

membayar pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya. 

 

 



50 
 

2. Saran teoritis untuk para peneliti selanjutnya: 

Untuk peneliti selanjutnya agar memperluas daerah penelitian dan 

memperbanyak jumlah responden, sehingga kesimpulan yang akan 

diberikan menjadi lebih valid 
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